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Abstrak 

Penelitian ini membahas peran penting Pemerintah Desa dalam meningkatkan perekonomian 
masyarakat melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Data pertumbuhan 
jumlah BUMDes di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2022 menunjukkan peningkatan 
signifikan. Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah BUMDes terbanyak ketiga di Indonesia. 
Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dengan Desa Tlogo sebagai contoh yang memiliki 
BUMDes pengelolaan wisata alam Bukit Seroja. Meskipun kontribusinya terhadap Pendapatan 
Asli Desa (PADes) belum signifikan, BUMDes memberdayakan masyarakat dan membuka 
lapangan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan BUMDes 
Sumber Makmur di Desa Tlogo, yang dianggap belum optimal. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, pengelolaan 
wisata Bukit Seroja oleh BUMDes Sumber Makmur terlihat telah menerapkan sebagian besar 
prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes yang dijelaskan oleh Sujarweni (2019). Prinsip 
kooperatif telah diwujudkan melalui kerjasama dengan Pemerintah Desa, masyarakat, swasta, 
dan instansi terkait. Adanya komitmen penyertaan modal dari Pemerintah Desa, pelibatan 
masyarakat dalam kegiatan BUMDes, serta kerjasama dengan swasta melalui penarikan 
retribusi menunjukkan upaya dalam mencapai tujuan bersama untuk memajukan wisata. 
Prinsip partisipatif tercermin dari keterlibatan aktif pengurus BUMDes dalam menjalankan 
tugas pokok dan fungsi, serta partisipasi antusias masyarakat Desa Tlogo dalam kegiatan 
BUMDes, mencakup pengelolaan wisata, air bersih, dan penjualan produk hasil produksi. 
Prinsip emansipatif diimplementasikan dengan memberikan peran sesuai kompetensi, 
menjadikan operasional BUMDes sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa tanpa 
memandang latar belakang perbedaan. Prinsip transparansi tercermin dari pelaporan rutin 
hasil kegiatan kepada semua pihak, evaluasi kinerja oleh Pemerintah Desa, dan penerapan 
akuntabilitas melalui laporan pertanggungjawaban yang menggunakan aplikasi Microsoft 
Excel.  
Kata Kunci: : BUMDes, Pengelolaan Desa Wisata, Kabupaten Wonosobo 

Abstract 

This research discusses the important role of the Village Government in improving the 
community's economy through the formation of Village-Owned Enterprises (BUMDes). Data 
on the growth of the number of BUMDes in Indonesia from 2015 to 2022 shows a significant 
increase. Central Java Province has the third largest number of BUMDes in Indonesia. 
Wonosobo Regency, Central Java, with Tlogo Village as an example which has a BUMDes 
managing the Seroja Hill natural tourism. This research aims to analyze the management of 
BUMDes Sumber Makmur in Tlogo Village, which is considered not yet optimal. The method 
used in this research is a qualitative approach. Based on this research, the management of 
Bukit Seroja tourism by BUMDes Sumber Makmur appears to have implemented most of the 
BUMDes management principles explained by Sujarweni (2019). The cooperative principle 
has been realized through collaboration with the Village Government, community, private 
sector and related agencies. The commitment to capital participation from the Village 
Government, community involvement in BUMDes activities, as well as collaboration with the 
private sector through levy collection shows efforts to achieve the common goal of advancing 
tourism. The participatory principle is reflected in the active involvement of BUMDes 
administrators in carrying out their main tasks and functions, as well as the enthusiastic 
participation of the Tlogo Village community in BUMDes activities, including tourism 
management, clean water, and sales of manufactured products. The emancipatory principle is 
implemented by assigning roles according to competence, making BUMDes operations fully 
managed by village communities regardless of their different backgrounds. The principle of 
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transparency is reflected in routine reporting of activity results to all parties, performance 
evaluation by the Village Government, and implementation of accountability through 
responsibility reports using the Microsoft Excel application.  
Keywords: BUMDes, Tourism Village Management, Wonosobo Regency 

 

 

PENDAHULUAN  

Pemerintah Desa merupakan pemerintahan yang berada pada tingkat paling bawah. 
Pemerintah Desa juga memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan perekonomian 
masyarakatnya (Arlan, 2019). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah 
desa memerlukan strategi yang sesuai dengan kondisi wilayah yang meliputi semua aspek 
potensi wilayah atau desa.  Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan 
Pemerdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).  BUMDes ialah lembaga usaha desa yang dikelola oleh 
masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk 
berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Samadi et al., 2015). Pendirian BUMDes di Indonesia 
salah satunya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah yang menegaskan bahwa desa boleh mendirikan BUMDes yang sebelumnya disesuaikan 
dengan kebutuhan dan potensi desa itu sendiri (Tias, 2022).   

Pertumbuhan jumlah BUMDes di Indonesia terus mengalami peningkatan 5 tahun terakhir 
mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 jumlah BUMDes di Indonesia mencapai 
puluhan ribu. Provinsi Jawa Tengah menduduki urutan ke-3 dengan jumlah BUMDes terbanyak 
di Indonesia. Dari data tersebut, diketahui bahwa tiga provinsi yang memiliki jumlah BUMDes 
terbanyak yakni Jawa Tengah dengan 7.729 BUMDes dan peringkat kedua, yakni Aceh dengan 
7.831 BUMDes dan untuk peringkat pertama dan memiliki BUMDes terbanyak yakni Jawa Timur 
dengan 8.035 BUMDes. Banyaknya pertambahan jumlah BUMDes setiap tahunnya, diharapkan 
mampu menjadi stimulus dalam menggerakkan roda perekonomian di pedesaan dan nasional.  

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa 
Tengah yang memiliki perkembangan BUMDes cukup pesat. Kabupaten Wonosobo memiliki 
total 195 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan kategori BUMDes maju sejumlah 4, BUMDes 
berkembang 11, BUMDes Tumbuh 95 dan BUMDes Dasar 85. Kabupaten Wonosobo juga telah 
menerima program pelatihan dan pendampingan bisnis bagi pengelola BUMDes. Program ini 
diikuti pengelola BUMDes dari 30 desa dan 15 kecamatan di wilayah Wonosobo.  

Secara topografi wilayah Kabupaten Wonosobo secara umum merupakan perbukitan dan 
pegunungan dengan sebagian besar (56.37%) kemiringan lereng antara 15-40%. Ditinjau daari 
ketinggiannya, Kabupaten Wonosobo terletak pada ketinggian 250-2.250 mdpal. Secara 
geografis sendiri letak Kabupaten Wonosobo strategis dalam sarana transportasi dan memiliki 
berbagai kondisi alam yang beragam, mulai dari pegunungan, perbukitan, waduk/telaga, dan 
sungai kondisi wilayah dengan berbagai kontur dataran yang naik turun. Berdasarkan topografi 
tersebut Kabupaten Wonosobo merupakan daerah potensial untuk pengembangan pariwisata. 

Salah satu potensi pariwisata terdapat di Desa Tlogo. Desa Tlogo adalah salah satu desa 
yang terletak di Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo yang notabanennya adalah daerah 
pegunungan yang mempunyai hawa udara yang dingin. Total luas wilayah Desa Tlogo sebesar 
404,821 Ha di ketinggian 1.227 mdpl dan mempunyai pegunungan, membuat Desa Tlogo ini 
banyak dimanfaatkan menjadi sektor pertanian dan sektor pariwisata. Salah satu sektor 
pariwisata di Desa Tlogo adalah wisata alam Bukit Seroja yang dikelola oleh BUMDes Sumber 
Makmur. Unit usaha wisata alam Bukit Seroja ini telah memberikan kontribusi terhadap PADes 
Desa Tlogo.  Meskipun sebelumnya unit wisata Bukit Seroja ini dikelola oleh Kelompok Sadar 
Wisata (Pokdarwis), namun pengelolaan tersebut berpindah ke BUMDes Sumber Makmur. Hal 
itu dilakukan karena pengelolaan wisata oleh Pokdarwis belum bisa maksimal karena hanya 
dikelola oleh orang per orang, tanpa ada pertanggungjawaban keuangan yang jelas dan belum 
mampu memberikan kontribusi ke Pemerintah Desa berupa PADes. Sejak dikelola oleh BUMDes, 
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unit usaha Wisata mampu memberikan 30% dari total pendapatan tiap bulannya untuk PAD 
Desa Tlogo. PADes Tlogo dari tahun ke tahun, secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.  

Tabel 1. Jumlah Pendapatan Asli Desa Tlogo Tahun 2017-2022 

Tahun Jumlah Total Pendapatan (Rp)  
2017 46.800.000 
2018 38.408.000 
2019 15.063.000 
2020 15.000.000 
2021 0 
2022 53.000.100 

Sumber: Profil Desa Tlogo, 2017-2022.  

PADes Desa Tlogo dari tahun 2017 ke tahun 2021 mengalami penurunan cukup signifikan, 
terlebih di Tahun 2021 karena adanya pandemi covid-19, kemudian mulai meningkat lagi di 
tahun 2022. Pendapatan di Tahun 2022 diperoleh 100% dari unit usaha Bukit Seroja. 
Pendapatan tersebut didapat pengunjung ke unit usaha wisata Bukit Seroja yang mencapai 
24.190 orang di Tahun 2022. Hal itu disebabkan karena Wisata Bukit Seroja mempunyai daya 
tarik untuk berkemah (camping), sehingga memilih waktu libur akhir pekan yang cukup untuk 
mengunjunginya. Meskipun kontribusi dari unit Wisata Bukit Seroja yang dikelola oleh BUMDes 
Sumber Makmur terhadap PADes belum signifikan, namun keberadaan BUMDes Sumber 
Makmur di Desa Tlogo sudah cukup memberdayakan masayarakat Desa setempat, diantaranya 
dengan membuka lapangan pekerjaan untuk warga masyarakat. Selain itu dari segi administrasi 
pengelolaan lebih baik jika dibandingkan dengan sebelum unit usaha Bukit Seroja belum 
dikelola oleh BUMDes.   

Penelitian berfokus pada pengelolaan BUMDes terhadap peningkatan Pendapatan Asli 
Desa (PAD). Efektivitas ialah pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam jumlah 
tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau 
jasa kegiatan yang dijalankannya. Keberhasilan BUMDes dapat diukur dengan melihat efektivitas 
kegiatan usaha BUMDes yang dilaksanakan BUMDes Sumber Makmur. Terjadinya perbedaan 
keberhasilan perkembangan BUMDes tentu merupakan suatu permasalahan. Efektivitas 
merupakan hal yang penting bagi suatu organisasi atau lembaga. Efektivitas dalam BUMDes 
digunakan untuk menganalisa seberapa jauh tujuan-tujuan BUMDes yang tercapai dan belum 
tercapai, sehingga perencanaan kegiatan usaha akan berjalan kearah yang lebih produktif dan 
efektif. Selain itu, efektivitas BUMDes dapat tercapai bila faktor-faktor yang mempengaruhinya 
saling mendukung. Oleh karena itu, efektivitas BUMDes sangat dibutuhkan, karena dengan 
BUMDes yang berhasil dalam mengelola kegiatan usaha dengan pemanfaatan sumber daya yang 
ada dengan baik, maka dapat memberikan manfaat bagi anggota (Risnadi et al., 2022).  

Berbagai penelitian telah dilakukan sebelumnya yang membuktikan bahwa BUMDes 
mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).  Penelitian yang dilakukan oleh Tias, (2022) 
menyatakan bahwa BUMDes Cahaya Bumi Perkasa sudah berkontribusi terhadap pemasukan 
Pendapatan Asli Desa Pekiringan. Pendekatan teknis sendiri sudah berjalan baik dengan 
pelayanan yang diterima masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tumija & 
Mokodompit, (2021) menyatakan bahwa program penyewaan Pondok Kuliner dari BUMDes 
desa Boroko Timur Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaan Mongondow Provinsi Sulawesi 
Utara cukup efektif dalam meningkatkan PADes, hanya saja kontribusinya masih rendah.  
Penelitian yang dilakukan oleh Sidik, 2020) mendapatkan hasil bahwa BUMDes dapat berperan 
secara efektif untuk meningkatkan perekonomian di Desa Langensari karena dapat 
mengembangkan UMKM yang terdapat di desa tersebut dengan cara meningkatkan branding 
dan memperluas jangkauan pemasaran dari produk yang dihasilkan. Namun ada beberapa 
penelitian yang menyatakan bahwa keberadaan BUMDes belum mampu memberikan kontribusi 
terhadap Pendapatan Asli Desa, seperti penelitian yang dilakukan oleh Saiman & Hariyati, 
(2022) yang mengemukakan bahwa bagaimana Pengaruh BUMDes desa Gunung dalam 
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peningkatan pendapatan asli desa gunung dinilai belum efektif karna kinerja dari BUMDes Desa 
Gunung dinyatakan belum berhasil.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hal ini penting sekali dikarenakan 
pengelolaan BUMDes Sumber Makmur terdapat gejala yang belum optimal, padahal Desa Tlogo 
Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo memiliki potensi yang besar, oleh karena itu menarik 
sekali untuk dikaji lebih lanjut bagaimana sebenarnya pengelolaan BUMDes di Desa Tlogo.  

TINJAUAN PUSTAKA  

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut adalah lembaga usaha desa yang dikelola 
masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan 
membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi 
desa. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola 
aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 
BUMDes adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam 
upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang 
dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMdes adalah sebuah lembaga usaha 
yang dikelola masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Rismawati, 2018). 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat 
dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk 
berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dengan demikian BUMdes adalah suatu lembaga 
kemasyarakatan atas inisiatif perangkat desa yang dimaksudkan untuk menciptakan ekonomi 
desa ke arah yang lebih baik berdasarkan potensi atau kebutuhan yang ada didesa tersebut. 

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes menurut (Sujarweni, 2019), yaitu sebagai berikut:  
1. Kooperatif 

Prinsip ini menekankan bahwa semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus 
mampu melakukan Kerjasama yang baik demi perkembangan dan kemajuan usahanya. 
BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi didesa yang berfungsi sebagai Lembaga sosial 
dan Lembaga komersial sehingga membutuhkan kerjasama yang strategis antara pengurus, 
pemerintah desa, masyarakat serta instansi yang terkait. 

2. Partisipatif 
Prinsip ini menekankan bahwa semua komponen yang terlibat dalam didalam 

BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan 
kontribusinya yang dapat mendorong kemajuan uaha BUMDes. Partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam melakukan 
sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi atau 
pemerintah kabupaten tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMDes bagi BUMDes 
sebagai suatu Lembaga ekonomi modal usahanya dibsngun dengan inisiatif masyarakat dan 
menganut prinsip parisipasi. Ini berarti kepenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber 
dari masyarakat. 

3. Emansipatif  
Mengharapkan bahwa semua komponen yang terlibat dalam BUMDes haus 

diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Mekanisme oprasional 
BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memAndang latar belakang 
perbedaan apapun. Untuk itu, masyarakat perlu dipersiapan terlebih dahulu agar dapat 
menerima gagasan baru tentang berpegangan teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai 
yang hidup dan dihormati, maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat 
pada sosialisai, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 
terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa.  

4. Transparan  
Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum dapat diketahui 

oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi dalam dalam 
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pengelolaan BUMDes sangat di perlukan mengingat BUMDes merupakan Lembaga Ekonomi 
yang beroprasi dipedesaan yang mana nilai-nilai yang harus dikembangkna adalah kejujuran 
dan keterbukaan. Kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 
peningkatan kesejahteraan warga desa.  

5. Akuntabel  
Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun 

administratif. Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan dari 
pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu, perlu 
upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut dapat berjalan secara efektif, 
efisien, profesional, mandiri, dan tanggung jawab. Untuk mencapai tujuan BUMDes 
dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui 
pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat, mengingat BUMDes 
akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. 
Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) 
dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat 
mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama sehingga tidak 
menimbulkan distorsi dan masalah ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan 
BUMDes.  

6. Sustainabel  
Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam 

wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi 
masyarakat desa. Tujuan tersebut akan dicapai diantaranya dengan cara memberikan 
pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, 
mengurangi praktek ijin, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan 
pendapatan masyarakat desa. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pegangan bagi para pelaku 
dan pengurus BUMDes dalam menjalankan dan mengelola BUMDes, sehingga tujuan 
BUMDes sebagai identitas usaha yang tidak hanya mengedepankan profit melainkan lebih 
pada meningkatkan benefit pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa bisa tercapai. 
 

 
Gambar 1. Model Penelitian 
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METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskripsi. Penelitian 
kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena empiris, khususnya mencari gambaran yang 
sebanyak-banyaknya tentang fenomena tersebut tanpa merincikan hubungan antara variabel 
yang saling terkait (Zaluchu, 2020). Model kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang 
menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau 
pelaku yang diamati. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur pemecahan 
masalah dengan cara menggambarkan objek atau objek penelitian pada saat sekarang 
berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya. Metode penelitian deskriptif (descriptive 
research) bersifat memaparkan hasil penelitian secara akurat. Pemaparan pada umumnya 
menyangkut variabel didalam penelitian, sehingga diperoleh sajian informasi yang lengkap 
mengenai setiap variabel tersebut berdasarkan kategori yang telah ditetapkan penelitian 
sebelumnya. Penjelasan mengenai karakteristik atau sifat dari sebuah fenomena yang menjadi 
pokok penelitian menjadi ciri khas pada metode penelitian ini. Pilihan pada metode deskriptif 
pada umumnya dipakai jika peneliti ingin membeberkan informasi mengenai permasalahan 
yang sedang diteliti. Sejumlah alat yang dipakai dalam menjelaskan pada penelitian ini adalah 
seperti grafik, table, gambar dan bagan. Tujuan utamanya adalah mempertegas situasi atau 
kondisi tertentu (Sudaryono, 2016). 

Fokus penelitian bermanfaat bagi penulis mengenai batasan objek yang akan diangkat. 
Manfaat lainya adalah agar peneliti tidak terjebak oleh banyaknya data yang nantinya diperoleh 
dilapangan. Menurut (Moleong, 2010) fokus penelitian adalah masalah inti yang diperoleh dari 
studi kepustakaan. Adapun fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Fokus Penelitian 

No Aspek Sub Aspek 

1 Keterlibatan pengurus 
BUMDes, Pemerintah Desa, 
masyarakat, swasta dan 
instansi terkait (Kooperatif) 
dalam pengelolaan BUMDes 

1.1 Fungsi BUMDes sebagai lembaga 
sosial dan lembaga komersial dalam 
peningkatan PADes 

1.2 Kerjasama yang strategis antara 
pengurus BUMDes, Pemerintah 
Desa, masyarakat, pihak swasta 
serta instansi terkait dalam 
peningkatan PADes 

2 Dukungan dan kontribusi 
masyarakat dalam 
pengelolaan Bumdes 
(Partisipatif) 

1.1 Kontribusi pengurus BUMDes 
dalam pengelolaan BUMDes 

1.2 Partisipasi masyarakat dalam 
pengembangan BUMDes dalam 
upaya meningkatkan PADes 

3 Kesetaraan dalam 
pengelolaan BUMDes 
(Emansipatif)  

1.1 Mekanisme operasional Wisata 
Alam Bukit Seroja oleh BUMDes 

1.2 Kesetaraan dalam tata kelola 
Pengurus BUMDes 

4 Keterbukaan informasi 
dalam pengelolaan BUMDes 
(Transparan) 

1.1 Transparansi dalam pengelolaan 
unit usaha wisata alam bukit seroja 
yang dilakukan oleh BUMDes 

1.2 Aksesibilitas masyarakat terhadap 
informasi pengelolaan BUMDes 

1.3 Kinerja BUMDes dalam 
pengelolaan Wisata Alam Bukit 
Seroja untuk meningkatkan PADes 

5 Pertanggungjawaban 
Bumdes (Akuntabel) 

1.1 Mekanisme kelembagaan dalam 
pengelolaan BUMDes 

1.2 Mekanisme pelaporan BUMDes 



PUBLIC POLICY AND MANAGAMENT INQUIRY. VOLUME 8 ISSUE 1 TAHUN 2024, Page 74-90 
 

80 
 

6 Keberlanjutan usaha 
BUMDes (Sustainable) 

1.1 Pengembangan Wisata Alam Bukit 
Seroja dalam meningkatkan PADes  

1.2 Pembangunan ekonomi jangka 
panjang di Desa Tlogo melalui 
BUMDes 

 
Informan awal yang dipilih secara purposive sampling, dimana penelitian cenderung 

memilih informan yang dianggap tahu dan dapat di percaya untuk menjadi sumber yang mantap 
dan mengetahui masalah secara mendalam (Sugiyono, 2018). Dengan demikian pemilihan 
informan tidak ditekankan secara kuantitas, melainkan ditekankan pada kualitas 
pemahamannya terhadap masalah yang akan diteliti. Informan dalam penelitan ini dapat dilihat 
pada Tabel 3.2 dibawah ini. 

Tabel 3. Informan Penelitian 

No Jabatan Jumlah (orang) 
1 Kepala Desa Tlogo 1 
2 Sekretaris Desa Tlogo 1 
3 Direktur BUMDes  1 
4 Pengurus BUMDes  2 
5 Pengelola unit usaha wisata Bukit Seroja 2 
6 Perangkat Desa 2 
7 Perwakilan Masyarakat 8 
8 Perwakilan pengunjung/wisatawan 5 

Jumlah total 22 
Penelitian ini metode yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif deskriptif adalah 

model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dan saldana. Menurut Huberman & Miles, 
(1991) menganalisis data dengan tiga langkah yaitu kondensasi data, menyajikan data, dan 
menarik kesimpulan atau verifikasi. Tahap analisis data menurut Huberman & Miles, (1991) 
adalah sebagai berikut: 
1. Tahap kondensasi Data/Data Condensation 

Tahap ini adalah tahap menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, 
mengabstraksikan dan memformulasikan data yang sudah ada melalui wawancara dan 
observasi, di dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. Pemilihan (Selecting) 

Peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan aspek-aspek yang penting, 
hubungan-hubungan mana yang lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi 
apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. 

b. Pengerutan (Focusing) 
Memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Peneliti 
hanya membatasi data berdasarkan dari rumusan masalah. 

c. Peringkasan (Abstracting) 
Tahap pembuatan rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu 
dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Data yang sudah terkumpul kemudian 
dievaluasi yang berkaitan dengan cakupan data. 

d. Penyederhanaan dan Transformasi (Data simplifying dan Transforming) 
Data ini kemudian disederhanakan dan ditransformasikan melalui ringkasan atau uraian 
singkat, menggolongkan data dalam satu uraian yang lebih luas dan sebagainya.  

2. Penyajian Data/ Data Display  
Tahap penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang kemungkinan 

memberi kemungkinan adanya penarikan keismpulan dan pengambilan tindakan atas data 
yang diperoleh dilapangan. Data tersebut dipilih dan disortir agar memberikan kemudahan 
bagi peneliti dalam menyampaikan, menyajikan, dan menarik kesimpulan sementara. 

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan  
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Tahap verifikasi dan penarikan kesimpulan dilakukan setelah tahap penyajian data, 
yaitu berupa penarikan kesimpulan. Penarikan tersebut sebagai arti dari data yang telah 
disampaikan sehingga diperoleh sebuah kesimpulan yang menggambarkan kondisi lapangan 
yang sebenarnya. Secara umum motede analisis data yang digunakan digambarkan pada 
gambar 3.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Model Analisis Interaktif 

             Sumber: Miles dan Huberman (1991) 

 

HASIL 

BUMDes Sumber Makmur merupakan badan usaha milik Desa Tlogo, Kecamatan Garung, 
Kabupaten Wonosobo. BUMDes Sumber Makmur didirikan pada Tahun 2017 sesuai dengan 
Peraturan Desa Tlogo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tlogo Kecamatan Garung. Maksud utama pendirian BUMDes 
“Sumber Makmur” adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Menurut 
Perdes Nomor 2 Tahun 2017 tersebut, Bumdes “Sumber Makmur” menjalankan Jenis usaha 
diantaranya ialah: BPSPAM PAMSIMAS Tirta Manunggal Desa Tlogo, pengelolaan potensi Wisata 
di Desa Tlogo dan jenis-jenis usaha perekonomian lain yang bisa dikelola oleh BUMDes Sumber 
Makmur Desa Tlogo. 

Penelitian ini berfokus pada unit usaha wiata alam Bukit Seroja. Sebelumnya pengelolaan 
wisata alam Bukit Seroja dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bukit Seroja. Namun 
karena pengelolaannya belum maksimal dan belum terorganisir maka wisata Bukit Seroja ini 
kemudian dikelola secara langsung oleh BUMDes Sumber Makmur. BUMDes Sumber Makmur 
perlahan-lahan mulai memperbaiki pengelolaan wisata Bukit Seroja, mulai dari segi admnistrasi 
hingga pemanfaatan dana yang diperoleh mulai diperbaiki. Ditambah lagi dengan wisata yang 
sudah kembali membaik setelah adanya pandemi menjadikan wisata Bukit Seroja memiliki 
penghasilan yang dapat memberikan kontribusi kepada Desa dalam bentuk PADes (Pendapatan 
Asli Desa). Berdasarkan hasil laporan pertanggung jawaban (LPJ) BUMDes Sumber Makmur 
Tahun 2022, hasil pendapatan wisata Bukit Seroja telah mampu memberikan sebagian 
pendapatannya, yakni mencapai 30% dari total pendapatan setiap bulannya sebagai PAD Desa 
Tlogo. 

 
Tabel 4. Rangkuman Hasil Penelitian 

Pengumpulan 
Data 

Kondensasi Data 

Kesimpulan/ 
verifikasi 

Display Data 
(penyajian data) 
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No Aspek Sub Aspek Temuan 
Kesimpulan 
sementara 

1 Kooperatif 1. Fungsi BUMDes 
sebagai lembaga 
sosial dan 
lembaga 
komersial dalam 
peningkatan 
PADes 

2. Kerjasama yang 
strategis antara 
pengurus 
BUMDes, 
Pemerintah Desa, 
masyarakat, 
pihak swasta 
serta instansi 
terkait dalam 
peningkatan 
PADes 

1. Adanya keterlibatan 
pengurus, pemerintah 
desa, Masyarakat, swasta 
dan instansi pemerintah 
dalam pengelolaan 
BUMDes 

2. Adanya potensi alam 
desa yang dikelola secara 
komersial 

3. Penjual di lokasi wisata 
oleh Masyarakat Desa 
Tlogo 

4. Adanya penyertaan 
modal dari desa secara 
berkelanjutan 

5. Terdapat pembinaan dari 
pemerintah 

6. Terdapat peningkatan 
PADes dalam 3 tahun 
terakhir 

Aspek kooperatif dalam 
pengelolaan BUMDes 
dalam menjalankan 
upaya meningkatkan 
PADes cukup baik. 

2 Partisipatif  1. Kontribusi 
pengurus 
BUMDes dalam 
pengelolaan 
BUMDes 

2. Partisipasi 
masyarakat 
dalam 
pengembangan 
BUMDes dalam 
upaya 
meningkatkan 
PADes 

1. Pengurus melaksanakan 
tugas pokoknya dengan 
baik. 

2. Masyarakat turut serta 
secara aktif dalam 
pengelolaan BUMDes 

 

Aspek partisipasi 
pengurus dan 
masyarakat dalam 
BUMDes Sumber 
Makmur diketahui 
cukup baik/aktif. 

3 Emansipatif 1. Mekanisme 
operasional 
Wisata Alam 
Bukit Seroja oleh 
BUMDes 

2. Kesetaraan dalam 
tata kelola 
pengurus 
BUMDes 

1. Pelaksanaan tugas sesuai 
dengan kompetensi 

2. Pengurus dan pelaku unit 
usaha wisata alam 
seluruhnya warga asli 
Desa Tlogo 

 

Aspek emansipatif telah 
terpenuhi. 

4 Transparasi 1. Transparansi 
dalam 
pengelolaan unit 
usaha wisata alam 
bukit seroja yang 
dilakukan oleh 
BUMDes 

2. Aksesibilitas 
masyarakat 
terhadap 

1. Adanya laporan 
penerimaan dari unit 
usaha wisata Alam Bukit 
Seroja, yang menadi 
bagian dari Laporan 
Keuangan BUMDes 

2. Informasi pengelolaan 
BUMDes masih terbatas 
pada pengurus dan 
Pemerintah Desa 

Aspek transparansi 
terpenuhi namun masih 
kurang dalam sub aspek 
aksesibiltas masyarakat 
terhadap informasi 
pengelolaan BUMDes 
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No Aspek Sub Aspek Temuan 
Kesimpulan 
sementara 

informasi 
pengelolaan 
BUMDes 

3. Kinerja BUMDes 
dalam 
pengelolaan 
Wisata Alam 
Bukit Seroja 
untuk 
meningkatkan 
PADes 

3. Adanya absensi bagi 
pengelola BUMDes dan 
evaluasi oleh Pemerintah 
Desa  

5 Akuntabel 1. Mekanisme 
kelembagaan 
dalam 
pengelolaan 
BUMDes 

2. Mekanisme 
pelaporan 
BUMDes 

1. Kelembagaan BUMDes 
yang termanifestasi 
dalam kepengurusan 
belum sesuai antara AD 
Art dengan kondisi di 
lapangan serta belum 
sesuai dengan regulasi 
yang berlaku saat ini 

2. Adanya laporan 
keuangan BUMDes setiap 
bulan, disampaikan 
setiap 6 bulan sekali 
kepada Pemerintah Desa 

1. Aspek akuntabel 
terpenuhi namun 
perlu penyesuaian 
dalam hal susunan 
pengurus BUMDes 
Sumber Makmur 

2. Laporan keuangan 
perlu diupgrade 
sesuai tata kelola 
keuangan yang baik 

6 Sustainable 1. Pengembangan 
Wisata Alam 
Bukit Seroja 
dalam 
meningkatkan 
PADes  

2. Pembangunan 
ekonomi jangka 
panjang di Desa 
Tlogo melalui 
BUMDes 

1. Telah dilakukan tindakan 
pengembanan wisata 
Alam Bukit Seroja. 

2. Adanya pengembangan 
strategi pemasaran 

3. Perlunya Pendidikan dan 
pelatihan bagi pengelola 

4. Belum ada skema 
perencanaan 
pembangunan 
berkelanjutan unit usaha 
wisata Alam Bukit Seroja 

1. Aspek sustainable 
dalam pengelolaan 
BUMDes Sumber 
Makmur masih 
kurang. 

2. Perlu pendampingan 
yang massif dalam 
pengembangan unit 
usaha wisata Alam 
Bukit Seroja 

 

PEMBAHASAN  

Pengelolaan wisata Bukit Seroja oleh BUMDes Sumber Makmur melalui penelitian ini 
diketahui telah menerapkan sebagian besar prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes menurut 
Sujarweni (2019) yakni kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akunatabel dan 
suistanable. Keenam prinsip tersebut apabila telah diterapkan dengan baik dan berjalan dengan 
lancar akan mempercepat pencapaian tujuan BUMDes dalam memberdayakan dan 
meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Dari keenam prinsip tersebut prinsip 
suistanable merupakan prinsip yang paling belum maksimal diterapkan oleh BUMDes Sumber 
Makmur. Penerapan keenam prinsip pengelolaan BUMDes pada BUMDes Sumber Makmur yakni 
1. Kooperatif 

Prinsip kooperatif atau kerja sama, pengelolaan wisata Bukit Seroja, BUMDes Sumber 
Makmur bekerja sama dengan berbagai pihak yakni dengan Pemerintah Desa, masyarakat, 
swasta dan instansi terkait. Kerja sama yang baik dilakukan demi perkembangan dan 
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kemajuan usaha serta pengelolaan BUMDes. Kerja sama strategis yang dilakukan terkait 
dengan pengelolaan dan pengembangan wisata Bukit Seroja. Kerja sama ini dilakukan 
sebagai upaya untuk mencapai tujuan bersama memajukan wisata. 

Kerjassama dengan Pemerintah Desa diwujudkan dalam bentuk komitmen untuk 
memberikan penyertaan modal secara berkelanjutan, selain itu BUMDes dan Pemerintah 
Desa saling terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan. 

Kerjasama dengan masyarakat diwujudkan dalam penyediaan lapak berjualan, dan 
Masyarakat desa sebagai penjualnya. Dalam hal ini masyarakat dapat membuka usahanya 
pada area yang disediakan, BUMDes bekerja sama dengan internal pengelola agar wisata 
Bukit Seroja ini dapat lebih tertata, baik dari segi ticketing hingga parkir. Para pengelola dan 
pengurus BUMDes lingkup masyarakat desa, dengan adanya kerja sama ini BUMDes dapat 
lebih memberdayakan masyarakat. 

Kerjasama dengan pihak swasta dilakukan melalui penarikan retribusi atau tiket 
masuk, hal ini dapat dikerjasamakan karen lokasi masuk antara wisata Alam Bukit Seroja 
dengan beberapa pihak swasta yang ada di Desa Tlogo berada pada posisi atau lokasi yang 
sama. Sehingga banyak hal yang dapat dikerjasamakan selain tiket yaitu pembagian area 
parkir, toilet, kebersihan lingkungan dan pemeliharaan aset atau jalan menuju lokasi wisata. 

Sementara kerja sama yang dilakukan dengan Instansi terkait yaitu dengan Dinas 
Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo terkait pembinaan 
BUMDes, serta Dinas pariwisata Kabupaten Wonosobo terkait dengan pemasaran atau 
promosi wisata dan pengembangan wisata yang berkelanjutan.  

BUMDes dalam menjalankan difungsinya yakni sebagai lembaga sosial (social 
institution) dan lembaga komersial (commercial institution) telah berjalan dengan cukup 
baik. Sebagai lembaga sosial BUMDes berupaya untuk lebih memberdayakan dan 
memanfaatkan sumber daya lokal desa dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat 
desa. BUMDes sebagai lembaga komersil berupaya untuk meningkatkan PADes melalui desa 
wisata dan menjual produk-produk unggulan seperti kerajinan tangan dan oleh-oleh 
makanan khas. Prinsip kooperatif yang telah dijalankan oleh BUMDes Sumber Makmur 
merupakan upaya untuk memenuhi fungsi serta tujuan BUMDes sebagai pilar ekonomi 
masyarakat desa (Samjulaifi et al., 2022; Yuliana & Alinsari, 2022).  
1. Partisipatif 

Prinsip partisipatif menekankan bahwa semua komponen yang terlibat dalam 
didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta dalam memberikan 
dukungan dan kontribusinya yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. 
Partisipasi pengurus BUMDes diwujudkan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
sebagaimana tercantum dalam AD ART Sumber Sumber Makmur. Partisipasi masyarakat 
Desa Tlogo dalam BUMDes Sumber Makmur diketahui cukup aktif, hasil observasi 
menunjukkan bahwa masyarakat desa antusias mengikuti kegiatan-kegiatan yang 
diselenggarakan oleh BUMDes. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah pengelolaan 
wisata, pengelolaan Air Bersih non PDAM (BPSPAMS) dan penjualan produk hasil 
produksi. Hal ini dikarenakan kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMDes Sumber 
Makmur merupakan kegiatan-kegiatan untuk mewadahi dan memberdayakan 
masyarakat desa sesuai dengan kebutuhannya (Purnomo, 2016; Sujarweni, 2019; Sidik, 
2020). BUMDes Sumber Makmur memiliki peran penting dalam perekonomian 
masyarakat Desa Tlogo sehingga masyarakat desa mendapatkan pekerjaan yang layak 
dan dapat lebih diberdayakan (Sasauw, et al., 2018; Sholihati 2020).  

2. Emansipatif 
Emansipatif merupakan prinsip yang tidak membeda-bedakan atau harus 

diperlakukan sama, hal ini mengacu pada perlakuan individu pada pengurus BUMDes 
ataupun pengelola wisata (Purnomo, 2016). Mekanisme operasional BUMDes diserahkan 
sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan 
apapun. Pada BUMDes Sumber Makmur kegiatan operasional yang dijalankan sesuai 
dengan peran masing-masing pengurus dan peran tersebut diberikan kepada individu 
yang memiliki kompetensi pada bidangnya.  
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Kesesuaian dalam menjalankan tugas dengan jabatan yang dimiliki akan semakin 
mempermudah dalam pengelolaan wisata. Kemudahan tersebut menjadikan para 
pengelola tidak mengalami tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas serta mengurangi 
kesalahan-kesalahan yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaan tugas yang tidak 
sesuai dengan jobdesk-nya. Dengan keteraturan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh 
para pengelola menjadikan pengelolaan semakin baik di mana pengelolaan yang baik 
akan semakin mendorong adanya peningkatan pendapatan asli desa. 

3. Transparansi 
Transparansi dalam dalam pengelolaan BUMDes sangat di perlukan mengingat 

BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan yang mana nilai-nilai 
yang harus dikembangkan adalah tetap profit oriented namun juga memberdayakan 
masyarakat. Dari hasil analisis yang dilakukan aspek transparansi dalam pengelolaan 
wisata untuk meningkatkan PADes telah terpenuhi. Pengurus BUMDes menyampaikan 
rancangan dan hasil pengelolaan secara keseluruhan dan rutin kepada semua pihak. 
Penilaian kinerja bagi para pengurus BUMDes dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui 
evaluasi kinerja dan absensi kehadiran. Absensi para pengurus BUMDes akan diserahkan 
kepada Pemerintah Desa setiap bulannya. Evaluasi kinerja tersebut tentunya membahas 
kesesuaian proses bekerja hingga hasil yang diperoleh sesuai dengan SOP yang telah 
ditetapkan bersama. Prinsip transparansi ini perlu untuk dilakukan mengingat dengan 
memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara 
terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan 
sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan 
perundang-undangan (Widagdo, Widodo, & Ismail, 2016).  

Transparansi pada pengelolaan wisata berfungsi untuk mengetahui segala alur 
pemasukan dan pengeluaran keuangan yang ada pada wisata. Transparansi pada 
pengelolaan wisata juga dapat memberikan informasi mengenai jumlah pendapatan 
yang dapat diberikan oleh unit wisata untuk PADes. Dengan menerapkan prinsip 
transparan pada pengelolaan wisata semakin mendekatkan para pengelola wisata dalam 
tata kelola BUMDes yang baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tata 
kelola yang baik dan sesuai dengan peraturan perundangan pada BUMDes dan unit 
kegiatannya menjadikan semua pihak yang berkepentingan mengetahui secara jelas dan 
rinci mengenai penggunaan dana yang ada pada unit kegiatan wisata dan jumlah 
pendapatan yang dihasilkan, khususnya pada Wisata Bukit Seroja. Namun demikian 
dalam hal aksesibilitas masyarakat dalam pengelolaan BUMDes masih kurang karena 
terbatas pada pengurus dan pemerintah desa saja. 

4. Akuntabel 
Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan dari 

pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Akuntabilitas dari 
segi kelembagaan harus disesuaikan dengan regulasi yang berlaku dan 
terdokumentasikan dalam dokumen peraturan desa, anggaran dasar dan anggaran ruah 
tangga. Untuk mewujudkannya perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan 
BUMDes tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, mandiri, dan 
tanggung jawab. Prinsip ini dijalankan baik dari segi teknis maupun administratif 
pengelolaan. BUMDes Sumber Makmur sebagai bentuk pertanggung jawabannya atas 
kegiatan yang telah dilakukan melaksanakan SOP sesuai dengan ketentuan dan rutin 
melakukan pelaporan hasil kegiatan kepada Pemerintah Desa. Laporan hasil kegiatan 
atau yang seringkali disebut sebagai laporan pertanggung jawaban (LPJ) diserahkan tiap 
enam bulan sekali atau tiap semester dan tiap tahun. 

Pembuatan laporan hasil kegiatan tersebut diketahui telah mengalami 
peningkatan dan perbaikan. Hal tersebut disebabkan pencatatan akuntansi penerimaan 
dan pengeluaran yang dilakukan masih menggunakan sistem manual sehingga seringkali 
terdapat kesalahan pencatatan dan perhitungan (Yuliana & Alinsari, 2022). Laporan hasil 
kegiatan saat ini telah memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel untuk mempermudah 
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serta meminimalisasi kesalahanan yang dilakukan pengelola dan pengurus BUMDes. LPJ 
tersebut juga dapat menunjukkan posisi atau jumlah keuntungan lebih yang dapat 
diberikan sebagai pendapatan asli desa dari unit kegiatan BUMDes, begitu pun 
sebaliknya dengan LPJ tersebut juga dapat diketahui apakah unit kegiatan tersebut 
mampu memberikan pendapatannya atau tidak pada PADes. Dengan LPJ yang dibuat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat meningkatkan pengelolaan 
BUMDes menjadi lebih optimal. 

5. Suistanable 
Prinsip pengelolaan yang terakhir yaitu prinsip suistanable atau berkelanjutan. 

Prinsip ini berkaitan dengan pengembangan dan pelestarian kegiatan usaha yang 
dilakukan oleh masyarakat melalui BUMDes (Sujarweni, 2019; Purnomo, 2016). 
Kedudukan wisata Bukit Seroja sebagai salah satu perekonomian masyarakat 
menjadikan wisata ini wajib untuk dipelihara dan dilestarikan. Dalam konteks 
pemeliharaan dan pelestarian, pengelola wisata setiap tahunnya berupaya untuk 
memelihara wisata dengan sebaik-baiknya, menjaga kebersihan, mengadakan 
penanaman pohon, memperhatikan keamanan dan kenyamanan wisatawan dalam 
menggunakan fasilitas. Berbagai hal telah dilakukan, di antaranya adalah memperbanyak 
jumlah toilet umum, mebangun mushola, memperbaiki berbagai fasilitas, dan 
sebagainya. Dengan adanya pemeliharaan rutin pada fasilitas wisata dapat dikatakan 
telah memanfaatkan pendapatan yang diperoleh sesuai dengan fungsinya. 

Disamping itu BUMDes sebagai lembaga yang memberdayakan masyarakat namun 
tetap harus berorientasi pada keuntungan, juga perlu adanya pendampingan dalam 
menyusun business plan  dan analisa kelayakan usaha, dalam mewujudkannya juga perlu 
pendampingan dari pemerintah, pihak swasta maupun akademisi. Pengembangan 
kapasitas pengelola atau pengurus juga perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan 
pelatihan, hal ini dikarenakan memiliki kompetensi pada bidang yang dikerjakan 
merupakan hal yang penting (Yuliana & Alinsari, 2022).  

Selanjutnya berkaitan dengan tujuan BUMDes untuk memberdayakan ekonomi 
masyarakat yang berkelanjutan, saat ini BUMDes merintis kegiatan Unit Simpan-Pinjam. 
Unit simpan pinjam dirintis untuk memberikan peluang lebih untuk membuka usahanya 
disekitar lokasi wisata. Sementara mengenai pembangunan yang berkelanjutan pada 
wisata Bukit Seroja dalam rangka meningkatkan pendapatan desa. BUMDes Sumber 
Makmur dan Pemerintah Desa Tlogo belum memiliki rencana yang matang terkait hal 
tersebut.  

Prinsip berkelanjutan yang telah dijalankan oleh BUMDes Sumber Makmur 
diasumsikan belum optimal pelaksanaannya. Belum adanya rencana jangka panjang 
mengenai pengelolaan wisata Bukit Seroja ataupun sumber perekonomian desa lainnya 
bisa saja menghambat potensi yang dimiliki desa (Tubastuvi, et al, 2023). Kurangnya 
pengembangan BUMDes secara jangka panjang ditakutkan akan menghambat 
kesejahteraan masyarakat karena BUMDes berfungsi sebagai badan penggerak dan 
peningkatan ekonomi masyarakat desa (Anggraini & Suryadi, 2015). 

6. Hambatan 
Meskipun telah berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan pendapatan 

yang dimiliki, nampaknya BUMDes Sumber Makmur dan para pengelola masih saja 
mengalami hambatan untuk menuju pengelolaan wisata yang baik. Pertama adalah 
sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai. Hal ini diketahui akibat kurangnya 
pelatihan dan pendampingan untuk para pengelola wisata sehingga keterampilan dan 
pengetahuan para pengelola dalam menjalankan tugasnya masih sangat terbatas. 
Hambatan selanjutnya adalah dana atau permodalan. Diketahui bahwa biaya operasional 
yang dikeluarkan untuk mengelola wisata Bukit Seroja ini cukup besar menurut para 
pengelola, sementara sumber dana yang diperoleh cukup terbatas yakni dana alokasi 
dari BUMDes serta pemasukan dari wisata. Sumber dana yang dialokasikan oleh BUMDes 
dikatakan tidak dapat mencukupi kebutuhan operasional. Menurut hasil observasi 
peneliti ditemukan bahwa akibat keterbatasan dana tersebut juga Kantor BUMDes pada 



PUBLIC POLICY AND MANAGAMENT INQUIRY. VOLUME 8 ISSUE 1 TAHUN 2024, Page 74-90 
 

87 
 

Desa Tlogo menjadi kurang layak untuk digunakan. Kurangnya kelayakan Kantor 
BUMDes ini diketahui akibat dana yang diperoleh hampir keseluruhan dialokasikan 
untuk unit kegiatan agar tetap berjalan. 

 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap pengelolaan wisata alam Bukit Seroja 
oleh BUMDes Sumber Makmur Desa Tlogo Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo, 
kesimpulan utama yang dapat diambil adalah bahwa BUMDes dalam melakukan pengelolaan 
terhadap unit usaha wisata Alam Bukit Seroja dalam meningkatkan PADes telah menerapkan 
sebagian besar prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes. Hal ini terlihat dari kenaikan persentase 
PADes pada 3 (tiga) tahun terakhir. Dari enam prinsip pengelolaan BUMDes, prinsip yang paling 
belum maksimal diterapkan adalah prinsip berkelanjutan (sustainability). 
1. Prinsip Kooperatif: BUMDes Sumber Makmur dalam upaya meningkatkan PADes telah 

berhasil menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti Pemerintah Desa, masyarakat, 
swasta, dan Instansi terkait, hal ini terlihat dari kenaikan PADes selama 3 tahun terakhir. 
Kerja sama juga bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan wisata alam Bukit 
Seroja, memberdayakan masyarakat desa, dan mengatasi permasalahan permodalan.  

2. Prinsip Partisipatif: Masyarakat Desa Tlogo aktif terlibat dalam kegiatan yang 
diselenggarakan oleh BUMDes, seperti penjualan produk lokal, turut serta dalam promosi 
dan masuk pada kepengurusan unit usaha wisata alam bukit seroja. Keterlibatan ini 
memberikan manfaat ekonomi dan pemberdayaan bagi Masyarakat dalam rangka 
pengembangan unit usaha wisata Alam Bukit Seroja oleh BUMDes Sumber Makmur. 

3. Prinsip Emansipatif: BUMDes Sumber Makmur berusaha memberikan kesempatan yang 
sama bagi individu tanpa memandang latar belakang, namun terdapat perbedaan peran 
berdasarkan kemampuan dan kompetensi. Pengurus BUMDes Sumber Makmur 
melaksanakan tugas sebagaimana tugas pokok dan fungsi, serta berusaha memberdayakan 
masyarakat dengan memberikan prioritas kesempatan bergabung pada unit usaha wisata 
Alam Bukit Seroja kepada warga asli Desa Tlogo. 

4. Prinsip Transparansi: Pengurus BUMDes secara rutin memberikan informasi mengenai 
pengelolaan dan hasil kegiatan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat. Hal ini dilakukan 
untuk memberikan kejelasan mengenai penggunaan dana dan pendapatan yang dihasilkan. 
Namun demikian akses informasi terkait pengelolaan BUMDes masih terbatas pada 
pengurus dan pemerintah desa saja. 

5. Prinsip Akuntabel: BUMDes Sumber Makmur telah menjalankan pengelolaan secara 
profesional dan tanggung jawab dengan baik secara kelembagaan maupun penyusunan 
laporan keuangan. Secara kelembagaan perlu diseusikan dengan regulasi yang berlaku dan 
perlunya upaya yang serius dalam mengatasi kendala dalam pencatatan keuangan yang 
masih sederhana. 

6. Prinsip Berkelanjutan: Prinsip ini menjadi tantangan utama yang belum optimal dalam 
penerapannya. Meskipun telah dilakukan pemeliharaan dan pengembangaperln wisata, 
namun masih kurangnya rencana jangka panjang dalam pengelolaan Bukit Seroja dan 
sumber ekonomi desa lainnya, BUMDes belum memiliki business plan yang jelas, analisa 
kelayakan usaha dan analisa keuangan untuk pengembangan wisatanya.  

7. Hambatan: Beberapa hambatan yang dihadapi BUMDes Sumber Makmur dalam pengelolaan 
wisata antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pelatihan dan 
pengetahuan, tata kelola kerjasama dengan pihak swasta yang harus diperjelas, 
keterbatasan dana, dan dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu operasional dan 
pemeliharaan fasilitas wisata. 

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Sumber Makmur telah 
mengambil langkah yang positif dalam pengelolaan wisata Bukit Seroja. Namun, masih terdapat 
ruang untuk meningkatkan penerapan prinsip berkelanjutan, peningkatan sumber daya 
manusia, serta strategi jangka panjang untuk pengelolaan dan pengembangan wisata guna 



PUBLIC POLICY AND MANAGAMENT INQUIRY. VOLUME 8 ISSUE 1 TAHUN 2024, Page 74-90 
 

88 
 

memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat 
desa.  

 
 

SARAN 

1. Penyesuaian dengan regulasi: aturan tentang BUMDes yang saat ini berlaku yaitu PP Nomor 
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, tentunya perlu penyesuaian dalam hal 
organisasi, modal, aset, unit usaha, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, 
pertanggungjawaban, pengembangan dan pembinaan BUMDes.  

2. Penguatan Pelatihan dan Pendidikan: Penting untuk meningkatkan pelatihan dan 
pendidikan bagi pengelola wisata secara berkala. Ini dapat dilakukan melalui workshop, 
pelatihan keterampilan, dan peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan wisata, 
manajemen keuangan, pemasaran, dan penggunaan teknologi. 

3. Perencanaan Jangka Panjang: BUMDes perlu merumuskan rencana strategis jangka panjang 
untuk pengembangan wisata. Ini mencakup pemeliharaan, inovasi, diversifikasi produk atau 
layanan, dan upaya menjaga daya tarik wisata secara berkelanjutan. 

4. Diversifikasi Sumber Pendanaan: Upaya perlu dilakukan untuk mencari sumber pendanaan 
tambahan, seperti kolaborasi dengan pihak swasta, program crowdfunding, atau 
peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dan 
dukungan keuangan. 

5. Pemanfaatan Teknologi: Memanfaatkan teknologi modern dalam pengelolaan wisata seperti 
aplikasi manajemen wisata, pemasaran digital, atau sistem pencatatan keuangan yang lebih 
canggih dapat meningkatkan efisiensi operasional. 

6. Keterlibatan Masyarakat: Mendorong keterlibatan lebih lanjut dari masyarakat lokal dalam 
pengelolaan dan pemeliharaan wisata, misalnya melalui program sukarelawan atau 
pelibatan komunitas dalam program kebersihan dan pelestarian lingkungan. 
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